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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat 
danKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2057); 

a. bahwa dengan terjadinya Pandemi Virus Corona 
(Covid 19) di seluruh dunia dan khususnya di 
Deiyai, mengakibatkan Penetapan dan Pembagian 
Dana Desa mengalami Perubahan; 

b. bahwa Perubahan sebagaimana climaksud pada 
huruf a, disebabkan Pergeseran Anggaran guna 
keperluan penanganan pandemic Virus Corona 
(Covid 19); 

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan 
huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati nomor 3 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Rincian Dana Desa di Kabupaten Deiyai Tahun 
Anggaran 2021; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun 2021 dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Virus Corona (Covid 19), Bupati melakukan 
penyesuaian perhitungan rincian dana desa setiap 
desa; 
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) . 
ndnn -Und u Norn r T h n 2 8 ntan 
rnb ntuk n Kabupat n iyai Ii Pr pin i Papu 

(L mbaran N ara R publik Indon sia Tah n 2008 
Nomor 1 2 Tambahan Lem aran Negara p lik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)· 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Keuang n Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5434}; 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 5459}; 

n 1 N' nrn 
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Norn r 43 T hun 2014 
ksanann Unds n -Und n 

Tahun 2 14 l nt ng R (I rnbaga 
p hlik lndori sia Tah n 2014 N mar 

Tnrnbahn n N nra R p blik Jndon sia 
N mor ) . ~h p,, imnn t ·IAh di bah d ngan 
pr-mt rrnn l' m rintn h Nomor 1 J Tnhun 2019 
{L ~m1m 'H NqrnrA. R "I iblik In I n sir Tah n 2019 
Non r 41 Tnrnl ahan f mbnrnn Ne re r publik 
Ind n sin Norn r 6~J2 J 

ndnn - ndnrig N rnor 1 'f h n 2 
P rbcnclnhnrnan Kcuan Rn N :r:-ir 
N ara Republik Indone i Tahun 20 4 N mor 5, 
Tamb han LembagaNe ara R publik Ind n i 
Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab 
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
4400}: 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 
Nomor 220); 
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TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
DANA DESA DI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 
ANGGARAN 2021 

MEMUTUSKAN 

5. P raturnn M nt ri , lam N ri N rn r 111 
Tahun 2014 ntnng P dornan T knis P r turan 
di a ( ritn N ar R p 1 lik di ( rita 
N nra R publik Jr cl n . in Tah n 2014 t ntan 

(L .mbagn N pf\m R p blik Ind n i'" T hun 
20 I 4 Norn r 20 ) · 

. P r turnn M nt ri N ri N mor 120 
Tahun 2018 t ntan P rubahan atas P r tur n 
M nt ri Dalarn Ne ri Nomor 80 T hun 2015 
tcntang Pemb ntukan Produk Hukum D erah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1838); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205 /PMK. 07/2019 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

19. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S. 
702/MK.07 /2019 tentang Penyampaian Rincian 
Alokasi Tran sf er Dae rah dan Dana Des a Tahun 
Anggaran 2020; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Deiyai Tahun 2020 Nomor 1); 

22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 
156/PMK.07 /2020 tentang perubahan ketiga atas 
peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan 
Dana Desa. 

Menetapkan 
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HJ\ U I 
I< 11/l'l•:NTUAN M M 

l'rwnl 1 
JJ11J111n Pc 11lur1111 Bupntl i11i Y! t g dirnnk a d dcnga : 
1. Un< 1 nh 11dnltth T ncr nh KnlJur atcn f .iya i; 

?.. Pcm •rinf 11'1 Kntmr Hkn J <!i rli i1d:d:ih K pal, 
Dncrnll :icluig,d unsu Pen ·J ~Wtr' n 
Pcmorii tnh Dae nil yang memimpin 
p l ik nnnru urusnn Pcrncrintahan yang m njadi 
k w n angan H rah t nomi 

3. upati cf lah up ti iy i 
4. P ngguna An ar n n ah r Umum N ara 

dal h pejabat pem g ng kcwenangan p nggun,. 
ngg rank mentrian n gara/Lembaga; 

5. Pcmbantu Pcngguna Angg ran Bendahara Urnum 
Negara adalah unit organisasi di Jingkungan 
Kernen trian Keuangan yang di tetapkan oleh 
Mentri keuangan dan bertanggung jawab atas 
pengelola anggaran yang berasal dari bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara; 

6. Bagian Anggaran Bendahara umum Negara 
adalah bagian anaggaran yang tidak 
dikelompokan dalam Bagian Anggaran 
Kementrian Anggaran/Lembaga; 

7. Pemerintah Kabupaten Deiyai adalah Kepala 
Daerah sebagai unsur Penyelenggaran 
Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewengangan Daerah Otonomi 

8. Bupati adalah Bupati Deiyai 
9. Kuasa Pengguna Anggaran Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan 
kerja pada masing-masing PPA BUN baik di 
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan 
kerja di kementrian negara/Lembaga yang 
memperoleh penugasan dari Menteri keuangan 
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung 
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari 
BA BUN; 

10. Kantor Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal 
Direktorat Jendral Perbendaharaan yang 
memperoleh kuasa dari Bendahara Umum 
Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi 
Kuasa Bendahara Umum Negara; 
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11. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Deiyai; 

12. Distrik adalah Wilayah kerja kepa1a distrik 
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; 

13. Bad an Pengelola n Keuangan dan A set Daerah 
adaJah Satu n Kerja perangkat daerah 
Kabupat n Deiyai yang mengelola Keuangan dan 
Aset Dacrah; 

14. Dinas P mberdayaan Masyarakat Kampung 
adalah Organisasi Perangkat Daerah yang 
berfungsi melakukan pembinaan terhadap 
pemerintahan kampung dan pemberdayaan 
masyarakat; 

15. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam system pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

16. Pemerintahan Kampung adalah Perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kampung; 

17. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya 
adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

18. Perangkat Kampung adalah Unsur sekretariat 
kampung pelaksana kewilayahan dan pelaksana 
teknis; 

19. Peraturan Kampung adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan 
Pennusyawaratan Kampung Bersama Kepala 
Kampung; 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah 
Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa 
yang dibahas dan disetujui Bersama oleh 
Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan 
Peraturan Desa; 

21. Kekayaan Kampung adalah Barang milik 
kampung yang berasal dari kekayaan kampung 
asli, dibeli dan cliperoleh atas be ban APBK a tau 
perolehan hak lainnya yang sah; 
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1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
adalah Sebagai Tindak lanjut Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 
222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana 
Desa dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) no. 156/PMK.07 /2020 
tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

22. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat 
penyimpanan uang pemerintahan desa yang 
m nampung eluruh penerimaan desa dan 
un uk membayar scluruh pengeluaran desa pada 
bank yang di ct pk n; 

23. Aloka i Dasar adalah Alokasi minimal dana desa 
y ng akan ditcrima oleh setiap desa secara 
merata yang besarnya dihitung berdasarkan 
presentase tertentu dari anggaran dana desa 
yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional; 

24. Alokasi Afinnasi adalah Alokasi yang dihitung 
dengan memperhatikan status desa tertinggal 
dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi; 

25. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan 
berdasarkan kepada desa yang memiliki basil 
penilaian kerja terbaik; 

26. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung 
dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, 
angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan 
tingkat kesulitan geografis desa setiap 
kabupaten/kota; 

27. Indeks Kesulitan Geografis Desa adalah Angka 
yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis 
suatu desa berdasarkan variable ketersediaaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi dan komunikasi; 

28. lndeks Kebutuhan Dana Desa adalah Indikasi 
dana yang peru dianggarkan dalam rangka 
pelaksanaan Dana Desa; 
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Pasal 4 
Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada 
prinsip-prinsip : 

a. Keadilan, dengan mengutarnakan hak atau 
kepentingan seluruh warga kampung tanpa 
membeda-bedakan; 

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan 
kepentingan kampung yang lebih mendesak, 
lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung 
dengan kepentingan sebagian besar 
masyarakat kampung seperti halnya 
pencegahan Virus Corona (Covid 19); 

Pasal 3 
Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Kampung 
dengan Tujuan : 

a. Mengurangi kemiskinan; 
b. Meningkatkan Perencanaan dan 

Pengganggaran Pembangunan di tingkat 
kampung dan Pemberdayaan Masyarakat; 

c. Meningkatkan Pembangunan lnfrastruktur 
Kampung; 

d. Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid 
19) 

e. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 
Kampung 

n .ar n 

men ur 
ntu n 

2020 di 
p 

n 
an 

3. Tuju n ra urr n 
l.nn Jn. n n Ht k 
J 't rin trih l<n 
pen I 111.an 
L t n T 
Kn p l n iy i. 

4. M mb rik n Acu n b p m rints h k mpung 
dalam penyelcnggar n kewcn ngan a] usul 
dan kewenangan local berska1a kampung y ng 
dibiayai oleh Dan Desa dalam melaksanakan 
program kegiatan; dan 

5. Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten 
dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan dana desa. 
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Dana Desa dalam hal ini pembagian Bantuan 
Langsung Tunai Kampung merupakan dana 
langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah 
Kampung dalam rangka meningkatkan kapasitas 
Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Stirnulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat 
dalam Pembangunan Kampung Serta Bantuan 
Langsung Tonai dalam rangka pencegahan Virus 
Corona (Covid-19) 

Pasal 5 

BAB III 
PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA 

c. Kcwen ngan des dengan mengu amakan 
k wenangan h k asal usul dan kewenangan 
loca1 d sa: 

d. Partisipa if dcng n mengutamakan prakarsa 
d n kre ifi as masyarakat; 

e. Swake]ol dan berbasis sumber daya desa 
mengu amakan pelaksanaan ecara mandiri 
dengan pendayagunaan sumberdaya alam 
desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan 
ketrampilan warga desa dan kearifan lokal; 

f. Berdikari mengutamakan pemanfaatan Dana 
Desa dengan mendayagunakan yang dikelola 
dari dan oleh masyarakat desa sehingga Dana 
Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah 
desa 

g. Berbasis sumber daya desa; mengutamakan 
pendayagunaan sumberdaya manusia dan 
sumberdaya alam yang berada didesa dalam 
pelaksanaan pembangunan yang dibiayai 
Dana Desa 

h. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan 
keadaan dan kenyataan karakteristik 
geografis sisiologis, antropologis, ekonomi 
dan ekologi kampung yang khas serta 
perubahan atau perkembangan kemajuan 
kampung· 
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a. ntuk kegiatan ) ang bersifat fisik kons si 
dilampiri dengan Design/Gambar dan 
Rencana Anggaran Biay a (RAB yang elah 
div erifi.kasi oleh pend amping desa dan 
mengacu pada standar teknis bangunan 
pemerintah (rekomendasi dari SK.PD Teknis 
Fo o Dokumentasi Kegiatan OYo Foto 
Dokumentasi Kegiatan 50°/o Foto 
Dokumentasi Kegiatan 1000/o dan Berita 

cara Pemerikasaan dan Serah erima 
pekerjaan Yang disahkan oleh pendamping 
lokal desa· 

b. Untuk kegiatan ang bersifat fisik non 
konstruksi/pengadaan Barang/ Aset 
Kampung dilengkapi dengan ota/Kwintansi 
yang mencantumkan spesifikasi barang foto 
dokumentasi barang berita acara 
pemeriksaan oleh tim desa dan berita acara 
serah terima barang 

c. embelanjakan Dana Kampung ang bersifat 
Fisik seperti asker, Hand Sanitizer Face 
Shield serta Alat Pencuci tangan guna 
meningkatkan pencegahan Virus Corona 
{Covid 19}. 

d. Mas zarakat Penerima Bantuan Langsung 
Tonai adalah asyarakat ang dikategorikan 
Keluarga diskin 

2. Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana 
dimaksud pada ava (1 huruf b di erigkapi 
dengan: 

mpu 
b. ng lolaan Dana D sa harus dapa 

dipertanggungja ab an s cara ukum. 
adminis rasi dan eknis s suai Pe a ran 
Perundang-undangan · 

sa adaJah : 
a. sa mernpa.kan bagian 

h dari Penge o aan 
g rcan m dalam 

Pasal 6 



Dipindai dengan CamScanner 

11 

1. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada 
pasal 7 a di hitung sebesar 65°/o (enam pu1uh 
lima persen) dari anggaran dana desa secara 
merata kepada setiap desa berdasarkan klaster 
jumlah penduduk 

2. Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud 
pada pasal 7 b dihitung sebesar 1 °/o (satu persen) 
dari anggaran dana desa dibagi secara 
proporsional kepada desa Tertinggal dan desa 
sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi 

3. Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud 
pada pasal 7 c dihitung sebesar 3°/o (tiga persen) 
dari anggaran dana desa dibagi kepada desa 
kinerja terbaik 

4. Desa kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 8 ayat 4 merupakan desa yang dipilih 
sebanyak lOo/o dari jumlah desa nasional yang 
memiliki hasil kinerja terbaik 

5. Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 7 d dihitung sebesar 31 °/o (tiga puluh 
satu persen) dari anggaran dana desa dibagi 
berdasarkan inclikator : 
a. Jumlah penduduk dengan bobot 10°/o 
b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40°/o 
c. Luas Wilayah desa dengan bobot 20°10 
d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30°10 

Pasal 8 

n Deiyai 
car merata 

it J n 1 t nH 
Tu l i , A11gr,n1· 
Im J rkcn i I n b r In. ark 

n. Alokn i sar; 
b. Al lea i Afirrnaai; 

Alok i Kin rj ; d n 
d. Alok ai Formula. 

Pu. r l 7 

BA IV 
I tJN I TA /\N RIN 'IAN I /\NA A 
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Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 
2, di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan 
geografis yang bersumber dari kementrian yang 
berwenang dan a tau Lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
statistik. 

Pasal 11 

1. Pengelolaan Keuangan Desa se bagaimana pada 
pasal 6 di nilai perubahan rasio APBDes terhadap 
total pembangunan dan pemberdayaan terhadap 
bidang APBDes 

2. Pengelolaan dana desa sebagaimana pasal 6 
dinilai ddari presentase kesesuaian bidang 
pembangunan dan pemberdayaan sebagai 
prioritas dana desa terhadap total dana desa dan 
presentase pengadaan barang jasa dana desa 
secara swakelola 

3. Capaian keluaran (Output) Dana Desa 
sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari 
presentase capaian output dana desa. 

4. Capaian basil (Outcome) pembangunan desa 
sebagaimana pada Pasal 6 dinilai dari perubahan 
sector IDM, perubahan status desa, status desa 
terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin. 

Pasal 10 

a. Kri cri U am , y i u e a yang idak menerima 
Alok · Afirrn i 

. Krit ria Kin rj b .rds s rk n V riabel: 
. P ng Jo] n Keus n n D sa dengan Bobot 

20% 
b. Pengelolaan Dana De dengan bobot 20% 
c. Capaian Keluaran Dana desa dengan Bobet 

25%; dan 
d. Capaian hasil pembangunan desa dengan 

bobot 35% 

P nilaian Kinerja tcrb ik sebagaimana dimaksud 
pad P s l 8 yat 4 berdas rk n lndikator Periilaian 

P al 9 
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Pasal 14 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran 1 yangmerupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai 
ini. 

Dana Desa merupakan dana langsung yang 
dialokasikan oleh Pemerintah kampong dalam rangka 
meningkatakan kapasitas Pelayanan pemerintah. 
Pemberdayaan masyarakat dan Slimulan Swadaya 
Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan 
Kampung. 

l< t r n an : 
D l<ab / Kot Dan Des a setiap Dae rah 

Kabupat en/ Kota 
A l(ab/Kota Alokasi Dasar setiap Dae rah 
Kabupaten/Kota 
AA Kab/Kota Alokasi Afirmasi setiap Dae rah 
Kabu paten/ Kota 
AK Kab/Kota Alokasi Kinerja setiap Dae rah 
Kabupaten/Kota 
AFKab/Kota Alokasi Formula setiap Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pasal 13 

Pengalokasian Rincian Dana Desa etiap Daerah 
K bupat n/Kot scbagaimana dimaksud pasa1 8 
dihitung den an men nakan rumus : 

D Kab/Kotn : A K b/Ko a + AA Kab/Kota + AK 
Kab/Kota + AF K /Ko 

Pasal 12 
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(1) Dana Desa diprioritaskan unt k mcmbiayai 
pembangunan dan pemberdayaan m syarakat 
untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat 
untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dala, 
rencana kerja Pemerintah Desa meliputi : 
a. Peningkatan kualitas hidup; 
b. Peningkatan kualitas kesejahteraan; 
c. Penanggulang kemiskinan; dan 
d. Peningkatan pelayanan publik. 

(2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
untuk membiayai pelaksanaan program dan 
kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang 
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas 
hidup masyarakat. 

(3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
diutamakan untuk : 
a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat 

lintas kegiatan 
b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; 
c. Meningkatkan pendapatan ekonom.i bagi 

keluarga miski.n 
d. Meningkatkan pendapatan asli desa. 

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 3 antara lain bidang kegiatan produk unggulan 
desa dan/ atau produk unggulan kawasan pedesaan, 
BUMNDesa dan / atau bersama 
embung/penampungan air kecil lainnya serta 
sarana olaragah desa sesuai dengan kewenangan 
des a. 

I AN PE AN UNAN 

A V 
TATA CARA PENGGUNAAN ANA E A 
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k mi kinan. 
b. M lakukr n p muktakhir n t k ;mh ki ; n 
c. Melakukan k iat n k r I kon mi k :l a r,: 

dan p dat kary tun i un uk me y di, kr 
lapangan kerj . 

d. Menyediakan modal usaha dan p 1 tihan b, ,· 
masyarakat desa yang menganggur. 

e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kr ni 
(Stunting) 

(8) Peningkatan pelayanan publik sebagaiman 
dimaksud dalarn ayat 1 huruf d diutamakanuntuk 
membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, 
Pendidikan dan sosial. 

{9} Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil 
(stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf e meliputi : 
a. Penyediaan air bersi dan senitasi; 
b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi 

untuk balita. 
c. Pelatihan pemantauan perkembangan 

kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui. 
d. Pengembangan apotik hidup desa dan produk 

holtikultural untuk memnuhi kebutuhan gizi 
ibu hamil dan ibu menyusui. 

e. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan 
pemeriksaan berkala kesehatan bu hamil atau 
ibu menyusui. 

f. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya 
sesuai dengan kewengan desa dan diputuskan 
dalam musyawarah desa. 

progra n. M mbir yni 

l ~\J, Wil H ~ 

,, d j t.a t n k {I 
( ) p .110 nrn~, ln ngn I kc i iki r :i 

dim kn 1 1 dnlom dnlnr nynt (1) h I 

(~) p rn ngutH\1\ nnr n nlnhrng d<.:111 ,r.hog,1 t irsr1n 
dinmlrn icl nt ('l) mer ipnkr I unit 11 n hn y1w1~ 
dik loln c leh 13 ML •. n n(!rnu, n , 

( ) I< Jntnn p :1 inr,lcntnn kc•u:j,,ht :n,\ St y,, nkt t 
1 i1111. n nng :l('nllni ckngn kewr: nnv,u <IL fJ <1,n1 
dip it unknn m .lnl ti u ynwn n h de~ n. 
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(1) nun en digunnlrnn nt k m m iayai pro ram 
Inn k intan bidruu; Pcrnb rdayaan M" yarakat 

, n : at { ditu] rkan ntuk m nin ks kan k p It s 
clan knpr ilitns masyarnkat D d J m p n r p n 
ha ii p ng mban n ilmu peng tahu n clan 
t knologi, t knologi tcpat guna, d n temuan baru 
untuk k m juan ekonorni dan per anian masyarakat 

c a dengan mendayagunakan potensi clan sumber 
daya sendiri, 

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang 
diprioritaskan antara lain : 
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan Desa. 

b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang 
dilaksanakan di Desa setempat. 

c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa. 
d. Pengembangan ketahanan keluarga. 
e. Penelolaan dan pengembangan sistem informasi 

Desa melalui pengembangan kapasitas dan 
pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) 
dan perangkat keras (hardware) komputer untuk 
pendataan dan penyebaran informasi 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
desa yang dikelola secara terpadu. 

f. Dukungan pengelolaan kegiatgan pelayanan sosial 
dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan 
perempuan dan anak, serta pemberdayaan 
masyarakat marginal dan anggota masyarakat 
Desa penyandang disabilitas. 

g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup. 

h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana 
alam dan konflik sosial serta penanganannya. 

Pnaal 1 J 

n ian I< dua 
DI /\N , PIM ~R /\YA/\N MA YARJ\K/\T 
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D sa dalam perenc naan program dan kegiatan 
pemb rdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana 
Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa 
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, 
yang meliputi : 
1. Desa tertinggal dan/ atau Desa sangat tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang 
meliputi : 

sal l 7 

nakan 
p rund ng- 

mt r n 
k t ntu n p rat iran 

nm 
rk n 

undan An. 

r 

1 kcw nan a 
u ynw rah a. 

n. 
lnim y 
l n dit 

( ) n m n 
1J 

I n 1 tnr f rn. 

I hll tlltf'. ,11 1u·1111n lid 111 dun p,·11 ,.,·lnl, 1111 "udlll 
t • I • 111 o '1 t J H n I h ii 1 I , H It 1 ~ d Ice-· In I 1 1 o I · h I H J M I )(, tt 
dnn/11t111t f ll I Mt)(• (\ I Jctr•1 uuu , 

[. I ttl 11np \t1 1wnl',f•lolrnm 1, 111111, ,•l.01H tn nlf•h 
I C'I illlf ( I ltltl'I\IU'td<ttt, I< >IWf'fl 11111/ltlH I 

lt•111i.11,~/\, kou rn1 nm lyn11dc1d I h: 1, It.it ny ,. 
le Pc·11dn.vn1~t111111111 !1t111tlH'r <lny, 111 '°' uni rk 

J c·mmlirin11 ,·.m d "' p<'nin~~I :st in 
1{(·.H:jnht<'l'llllll 111 1:1yHt'lll 11t. 

1. Pcll<'l'llf)llll kl IH lo ri tcJ Ht J,llnn LIJ t 11< 

peu lnyngunnns ,1lll 1lH•r dn 1t l\l m hr 
J <'11i11glrntnn u 11hu ·I« norni J .rt n nin n bcraknl 
produkt if. 
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2. Desa Berkembang memprioritaskan kegikatan 
pemberdayaan masyarakat desa untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
Desa yang meliputi : 

a. Penguatan BUMDesa dan/ atau BUMNDesa 
Bersama melalui penyertaan modal, 
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran 
bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

1 in 
J rodul n 

mb n 
kop rasi 
ma y rakat e l inny 
permodalan yang dikelol UM 
BUMDesa Bersama, pengelola n produk i, 
distribussi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan. 

c. Pembentukan usaha ekonomi melalui 
pendayagunaan sumber daya alam dan 
enerapanteknologi tepat guna; dan 

d. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara 
berkelanjutan. 

Y n 
d n 

lr n/ (_ ta 

n. P rn .nt 11< n I Ml e n clm1/nt 1 I M ~.w 
1 1 Ii 



Dipindai dengan CamScanner 

19 

1. P<'llf,llllfnn u 11.tw ,·l«H u I wnrr~n/1<<:lo 1pok, 
1, p ·rMd dn11/nln11 lt:r JIH1gn ,.k< rm i 
n lln. n rn kn l I<. Ht ln i n n vn m :lrilui rd<.. ;:1 
pcrtnoclHlnn ynn1~ dih·loln ut Ml f!!\11 <lf1 j;,tn • 
n Mf cnn , pct P. Jol111111 J od rl« i, di it it 'i rln r 
p imru n rn n I nr~i rnnho ynnr~ difok ~ k a r kf!r><Hlf'1 
p 11b ·nt rk n dn · pc 1hn ~n pr l k 

n g ilnn don/ l I pr I k 
p "rd aan. 

n u n dan p n ·mb n an u. iko o ni 
mel lui penday guna n umber day c 1, m d n 
penerapan tcknologi tcp t un . 

d. Peningkatan kualitas d n kuan it s 
kerja terampil dan pembentuk n wirau 
di Desa; dan 

e. Pengembangan lapangan kerja untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa 
secara berkelanjutan. 

3. Desa maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan 
kegiatan pemberdayaanmasyarakat Desa untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
Desa yang meliputi: 

a. Perluasan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa 
Bersama melalui penyertaan modal, 
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasran 
bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan 
pengembanganproduk unggulan dan/ atau 
produkunggulan kawasan perdesaan. 

b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, 
koperasi dan/ atau lembaga ekonomi 
masyarakat Desa lainnya melalui akses 
permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau 
BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha yang dif okuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan. 
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5. Desa Sangat Tertinggal, Desa tertinggal, desa 
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya 
Desa yang meliputi : 

1. Penyusunan produk hukum di Desa yang 
dikelola secara demokratis clan partisipatif. 

Pcrlua anus ha ekonomi melalui 
p nd y un an sumbcr daya alam dan 
pener p n knologi tepat guna. 

d. ningk tan kualitas dan kuantitas tenaga 
kerja ahli di Desa; dan 

e. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa 
secara berkelanjutan 

4. Desa Sangat Tertinggal, Desa tertinggal, desa 
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi : 

1. Pengelolaan secaara partisipatif kegiatan 
pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan warga miskin, 
pernberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat marginal clan anggota 
mayarakat Desa penyandang disabilitas. 

2. Pengelolaan secaara partisipatif kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup. 

3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana 
alam dan konflik sosial, serta penanganan 
kejadian luar biasa lainnya. 

4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas 
masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi 
dalam penggunaan Dana Desa yang kelola 
secara transparan dan akuntable; dan 

5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam 
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis 
dan berkeadilansosial. 
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6. Penggun an Dana Desa selain diprioritaskan 
untuk untuk membiayai kegiatan di bidang 
pembangunan Desa juga untuk pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

7. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (14), menjadi prioritas 
kegiatan anggaran dan belanja kampung yang 
disepakati dan diputuskan melalui musyawarah 
kampung. 

8. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas 
penggunaan Dana Desa setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

9. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (16), Bupati/Walikota 
memastikan pengalokasian Dana Desa untuk 
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi 
dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

10. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 7) diberikan pada saat evaluasi rancangan 
peraturan Desa mengenai APBDes. 

d t i tiada , seni tradi i d n udaya 5. 

melalui 

n k crburukan 
m ningkatkan 

n b nt u kru Im p n 
in formn i n t uk m nd 
pn rl i ip . i m . ir knt 

. I ~n inl n k lnh n n maay rak 
p n r p n ilai-riil i P n ii . 

crnb nt uknn clan p mg mb n n ud y 
hrrlcurn . rtn m n nlck n p r ur n h kum di 

s . 
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Pasal 19 
Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
adalah bagian dari perencanaan pembangunan kampung. 
(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14, 
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja 
kampungang disepakati dan diputuskan melalui 
musyawarah kampung. 

(2) Hasil keputusan Musyawarah kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus rnenjadi acuan bagi 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan 
APBkampung. 

Bagian kcempat 
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN 

DANADESA 

(3) 

f )fttlli J ,: ti 1\(;f,:1~~:d rHlfl,1 

cf [lnk ikrm C;(;Str rt ~ mkr;Jr,l .. 2 

<!lilmt kn ,;rn f ,; • 

m ynrnl ot I cun. 
1 ul li1<,rni per ggu111u1n 
limnksud 1 min nynt (1), 
d I r tis i I n t i f cl<! 1 1' n 
m ynrr k t . n , 

1 m h 1 . ....,.._,..._- . .-..L 

De a i ru n 
ayat (1), 
memberikan sanksi dmini r ~ i sc: us i 
ketentuan peraturan perund n -und n ,, n. 

(2) 

(1) Prioritn JWJ rnnt11111,n I 11t111 l)r·11 d hdnnp, 

I c m111t1Hl&111lf, fJ< nn d1111 prrrit,,·1d11vu 111 rn,, fHt11ht1 
f rt n u h1t1.1tiu11u111 dlinnlr' ttd dolnr i pn ud 1:• dr,n ti\ 

nj i I) d i pt I h Ii I rn \ I CII n 0 1, · I , I w r I H: ' It I ff it I I )f: H I J, '~ r,: I( 1 t I 
rnnH. nrnlrnt I <'Ofl dlrt11111f~ pul,1 I~ y11nv. d,,pnt dhak ,,, 

p,, 11d I H 

I lr ,. 1111 1-<~t J,ll 

tt,d,Jll<tt' 
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Pasal 21 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

berpedoman pada pedoman umum yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
dengan diupayakan dengan lebih banyak menyerap 
tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, 
dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB} 
mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten 
Dogiyai Tahun Anggaran 2021. 

( 1) Dalam ha1 pemetaan tipologi Kampung berdasarkan 
tingkat kemajuan kampung untuk penyusunan 
prioritas penggunaan kampung, Pemerintah 
Kampung harus menggunakan data indeks Desa 
membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi. 

(2) Infonnasi penggunaan data indeks Desa 
Membangunsebagaimana dimaksud pada ayat(l) 
harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah 
Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan 
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai 
ketentuan peratuaran perundang-undangan. 

Pasa1 20 

m rintnh Knmpun . 
(4) r m .rintnh kabupar n m informasi 

t ntnng p gu indikatif an i informasi 
p ny man R ncs n K rj P m rintah Kampung 

bagaimana dim k ud dal m yat(3) 
(5) R n na Kerja Pcrnerintah Kampung dan 

APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam Peraturan Kampung. 

Desa 
Kerja 

p n unaan Dana 
pcnyu un n Rene na 

priorit as 
rlnl m 

( ) P n tapnn 
dilak nnkr 1 
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pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan berdasarkan 
Surat Kuasa Pernindahbukuan Dana Desadari 
Bupati/Wali Kota. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 
ketentuan: 

Dae rah 
hasil 

Des a setiap 
Penyaluran Dana 

(3) Pernotongan Dana 
Kabupaten/Kota dan 

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum 
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui 
Rekening Kas Daerah (RKUD}. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa ke 
RKD. 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 23 

Bagian Kesatu 

BAB VI 

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA 

Pas I 22 
(l) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana 

Desa. 
(2) Pemerintah daerah dapat me1akukan pendampingan 

atas penggunaan Dana Desa. 
(3) Pendampingan sebagaimana dimasksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021. 

(4) tnn lnr : ntunn flu ~ll ( • tr) Knhupa en Dor,iy"ii Ta r 
An nrnn 2021 yon, dimnk ucJ pnda nynt (3) adoloh 
t lnh diba :"). m njndi 3 ( i A) Zon y i u : Zona f [s tu], 
Zonn II (dun) dan Zonn III (tig ) di'. n lah 
dalarn ketcntuan P rnturan Daer h Kabupa n 
Tahun Anggaran 2021. 
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a. Tahap I Berupa : 
1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian dana desa 
setiap Desa. 

2. Peraturan Desa Mengenai APBDes dan 
3. Surat Kuasa pemindah Bukuan dana Desa 

{1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
pasal 18 ayat (l 4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah 
kepala KPPN selaku K.PA penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa menerima dokument persyaratan 
penyaluran dari Bupati/W alikota, dengan ketentuan 

Pasal 24 

Tahap I h s r 40% dari P zu Dana Dcsa setiap 
d 'SA dikuran i k b ituh n ana Desa untuk BLT 

n Ian k f u c rnpai hulan kelima paling 
pat H uari 

b, 1'c hnp rr b sar 4 'Yi, d ri Pa u ana Desa setiap 
d a dikur n i k butuh n n De untuk BLT 

bulan ke enam sampai bu1 n kesepuluh 
paling cepat Maret 

c. Tahap Illseb sar 30% dari Pagu Dana Desa 
setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan ke sebelas sampai bulan 
keduabelas paling cepat akhir bulan November 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan: 
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling 

lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh 
persen); dan 

d. Tahap II paling cepat bulan Julisebesar 40% 
(empat puluh persen) 

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Desa basil penilaian yang 
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh 
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 
dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. 
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sebelumnya; 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran. Dana Desa tahap I menunjukkan rata­ 
rata realisasi penerapan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen} dan rata-rata capaian 

penyerapan dan capaian 
Desa tahun Anggaran 

d n, 
2. L11p ny r pan dan pai n K Juaran 

an I m nunj kkr n R t -r t re lisasi 
r, n crapan paling dikit s bes r 50 Yo (Lim puJuh 

rscn] dan rata rata cap i n kclu ran m n njukkkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh Hrna persen); 
dan 

c. Tahap HI berupa : 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

dana desa sampai dengan Tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan Paling sedikit sebesar 
90% [sernbilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(Tujuh puluh Hrna persen}; dan 

2. Laporan konfergensi pencegahan sunting Tingkat 
Desa tahun Anggaran sebelumnya. 

3. Penyaluran dana desa sebagai Mana dimaksud pada 
pasal 18 ayat (5) dilaksanakan oleh KPPN selaku 
KPA penyaluran DAK fisik dan dana Desa menerima 
Dokumen persyaratan penyaluran dari 
Bupati/Walikota, dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa : 

1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai 
tatacara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes ; dan 
3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

dan 
4. Tahap II berupa; 

1. Laporan realisasi 
keluaran Dana 

si P ny rapan d · n capaian 
csa Tahun Angg ran 

b. Th 
1. 
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k lunrnn m nunjukknn palin sedikit sebesar 
% (ti n pul h lirna p rs n) dan 

Lnpornn K fi rg nsi p n ahan un ing Tingkat 
n rah n An aran lumny 

( ). _ upnti/ Wnlikotr n YUngjaw b untuk 
m n rbitknn ur t K a p mind h bukuan dana 

ba airnana dimak d p da Ay t ( 1) huruf a 
angka 3 clan y (2) huruf a Angka 3 untuk seluruh 
Desa, dan wajib disampaikan pada saat 
penyampaian dokumen persyaratan penyaJuran 
tahap 1 pertama kali. 

(6). Capaian keluaran sebagairnana dimaksud pada ayat 
{ 1) huruf b angka 1 dan angka 2 serta huruf c 
angka 1 ; dan ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 
dihitug berdasarkan rata-rata persentase capaian 
keluaran dan seluruh kegiatan. 

(7). Penyususnan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, 
satuan keluaran dan capaian keluaran. 

(8). Dokumen persyaratan penyaluran sebagaiamana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota atau wakil Bupati/Wakil Walikota 
atau pejabat yang ditunjuk. 

(9}. Dokumen Persyaratan Penyaluran dana Desa 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik 
(hard copy) dan atau dokumen elektronik: (softcopy). 
Dokument elektronik (softcopy) diolah melalui 
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral 
Perbendaharaan. 
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(3). Pemerinah daerah dapat Melakukan Pendampingan 
atas Penggunaan Dana Desa; 

(4). Kepala Kampung Mengajukan Permohonan 
Penyaluran Dana Desa Kepada Bupati Deiyai melalui 
Kepala DPMK dengan melampirkan semua 
persyaratan pencapaian; 

(5). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kampung Kabupaten Deiyai mengumpulkan 
dokumen pencairan dana desa dari kampung melalui 
Kepala kampung dan Aparat Kampung. 

(6). Dokumen Pencairan dana Desa dalam aya (5) meliputi: 

a. Surat Pennintaan Membayar Dari DPMK; 
b. Peraturan Kampung (Perkam) mengenai APBK; 
c. APBK masing-masing kampung; 
d. Surat pengantar yang ditujukan Ke kepala 

Kampung, 
e. Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan; 
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; 
g. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 

Keluaran Dana Desa Tahun Sebelumnya; 
h. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 

Keluaran dana Desa Tahap I, Tahap II Tahap III 
tahun Berjalan 

1. Surat rekomendasi Kepala Distrik; 
J. Laporan Konfergensi Pencegahan Stunting Tingkat 

Desa dan Kabupaten; 
k. Surat Hasi Verifikasi dan Pendampingan. 

(l). T rm rint h K mpun M mbuk Rekening Kas Desa 
( J( ) pad ank Papu Kan or C bang Waghete 
Kabup t n Dciyai: 

(2). K pala Kampung Bertanggug Jawab atas Penggunaan 
Dana desa; 

r: al 2 

P, N Ar AN ANA D • SA 

a ian Kedua 
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(2). Pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas dona 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilimpahkan kepada Dinas pemberdayaan dan 
Masyarakat Kampung dan Kepala Distrik; 

(3). Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1), pemerintah kabupaten 
menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada 
desa yang dibantu oleh Pendamping Deta {Tenaga 
Ahil Kabupaten, Pendamplng Desa Tingkat Distrik 
dan Pendamping Lokal Desa). 

(1). Pemerinah Daerah Kabupaten melakasanakan fungsi 
pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi 
terhadap penggunaan Dana Kampung sejak Proses 
perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan 
pemanfaatannya; 

BAB VII 

PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

r n m 
agian Yan 
iyai 

n bn rniJ on irnr k d p, r: /\y~ 
dnlru I mipirs n Jr ye ng m erupak n 
ti lak t rpi ahkan dari P re ur n Bupa i 

a (t ). 1 cl upkn1 rm I okurn 

an 
Ay 

h dan 

n 
, , yr: 

(7). I ,·1>11ln Dinn, P .rnbc doyn M't. , rr: k" 
l nm 1H 1111. J{1th 1pn tc I ciyn i 'cbnv;-1im~ a P' 
{[l) 1111•1\f 111nlw11 Kqwdn B t nti lki ; i 

(H). 1 t!pnln I no l' ~mh,! 1ny:..n Mn yaraka 
I mnpuug 1<Hhupn1cn I ~iyHi ddmimirn e. na p 
(!) jt1Hfl men tit I nl I kcp d, k p l 
P< np ln11H11 I<! ngnr rlnn A c Kab p8 c I iy 
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Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi 
penerapan prioritas penggunaan Dana Desa yang 
akuntabel dan transparan dengan cara: 
(1) Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui 

Pusat Pengaduan Masalah (crisis center) 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi, website LAPOR Kantor 
Sekretariat Presiden, Bupati dan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang; 

(2) Pendampingan desa termasuk terhadap proses 
penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/ atau 

(3) Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek 
baik dan buruk kampung-kampung dalam 
penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai 
kewenangan. 

BAB IX 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 28 

(l). uj at i m ny mp ik n l por n penetapan prioritas 
l n mr n d n di crtai dengan softcopy 
Jc-rt k rja penghi ungan Dan Desa setiap Desa 
k p d M nteri c.q. Direktur Jenderal 
Pembungunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

(2). Laporan penctapan prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai 
dengan formal sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3). Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat.(l) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah APB Desa ditetapkan. 

/\8 VJJI 

PELJ\PORAN 

P s 127 
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(2).Penundaan penyaluran dana Desa Sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran dana Desa Tahap II tahun Anggaran 
Berjalan Sebesar Sisa dana Desa Direkening kas 
Desa (RKD) tahun Anggaran sebelumnya; 

(3). Dalarn Hal Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa 
(RKD} tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 
jumlah dana desa yang Akan disalurkan pada tahap 
II, penyaluran dana Desa tahap II tidak Dilakukan; 

(4). Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan 
Juni tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di 
rekening Kas Desa (RKD) tahun Anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30°/o (tiga puluh 
persen), penyaluran dana Desa Yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi sisa dana Desa di Rekening 
Kas desa (RKD); 

(5). Bupati Melaporkan dana Desa Yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK 
fisik dan Dana Desa ; 

kum n , b irnan 
y t (]) huruf a, b, c 

. up i ]um men rim 
dim ksud d 1 m P s l 1 
dan ayat (2) huruf a, b, c; 

b. Terdapat sisa dana Desa direkcning Kas desa 
(RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30Yo 
(tiga puluh persen); dan a tau 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

BA X 

SANKS I 

l 2 

s d l m hal: nyalur n d (1). Bupati M n n I 
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(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang 
ditunda dalam hal: 
a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a telah 
diterima kepala KPPN selaku KPA penyaluran 
DAK fisik dan dana Desa ; 

b. Sisa Dana Desa direkening Kas Desa {RKD) tahun 
anggaran sebelumnya kurang dari atau sama 
dengan 30%; dan 

c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi 
penundaan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Dalam Hal penundaan Penyaluran Dana Desa 
Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan 
huruf c berlangsung sampai dengan berakhimya 
t~un anggar~ berjalan, Dana Desa tidak dapat 
d1salu:kan lagi dan rnenjadi sisa dana Desa 
Rekerung Kas Desa {RKD); 

Pasal 30 

ti d k dapat Oisalurkan 
(6). Dana Oesa yang 1 a 

k d P d ayat (4) tidak dapat 
sebagaimana dirna su a a 
disalurkan kembali pada tahun anggaran 

Berikutnya. 

17). 
R komendasi s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
h ruf c disampaikan oleh aparat pengawa~ 
fungsiaon I didacrah dalam hal terdapat potens1 
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran 
dan/atau penggunaan daria Desa. 

{8). Rekomendasi sebagaiarnan dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada bupati dengan tembusan 
kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK 
fisik dan Dana Desa sebelum batas Waktu tahapan 
penyaluran sebagaimana Dimaksud dalam pasal 18. 
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Pasal 31 
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana 

Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi 
penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, masih 
terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa 
(RKD) lebbih dari 30% (tiga puluh persen). 

drma 
( ) u1 nti rn im ntnh knn k p 1 K p 1 ·a y ng 

r At k itnn m n n i den yan ditunda 
p n alurr nny cbagai m n dim ksud p d yat 
(2) I aling lambat akhir buJan Novcmb r hun 
n garan berjalan dan akan dianggarkan kembali 

dalam ranc ngan APBDes tahun anggaran 
Berikutya. 

(5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan mengenai Dana Desa di Rekening 
Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dalam rancangan APED tahun anggaran 
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 
penyaluran sebelum minggu kedua bulan juni 
tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan 
permintaan penyaluran sisa Dana Tahap II yang 
belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) kepala Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa paling lambat minguu ketiga bulan Juni 
tahun anggaran berjalan. 

(7) Dalam hal bupatai tidak menyampaikan 
pennintaan penyaluran kembalisebagaimana 
dimaskud pada ayat (6), sisa Dana Desa di 
Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali. 

s ir k nin K s 
dz y t (2) k p d 
r n AK fi ik d n ilak 

( ) 
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Pasal 33 
(1) Sesuai dalam pasal 20 ayat (6) wajib disisipkan da 

dilaporkan masing-masing kampung sebelum 
melakukan pencairan dana desa tahap I maupun 
pencairan dana desa tahap berikutnya di Tahun 
Anggaran 2021. 

PasaJ 32 
( 1) Pernotongan, pemungutan dan penyetoran pajak 

mengacu pada ketentuan perpajakan yang berJaku. 
(2) Ketentuan perpajakan dalam ayat (1) meliputi : 
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP); dan 
b. Pajak Penghasilan (PPh). 
(3) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) meliputi : 

PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. 
(4) Sifat kegiatan yang dapat dipungut dari Dana Desa 

meliputi: 
a. Kegiatan Fisik kontruksi. 
b. Kegiatan Fisik no Kontruksi 
c. Operasional 

(5) Penetuan Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2} 
dilakukan berdasarkan kegiatan yang didanai dari 
Dana Desa. 

(6) Kampung-kampung yang sesuai ayat (5) wajib 
menyetorkan ke kas Negara sebagai setoran pajak 
dari kampung bersankutan ke bank atau kantor 
Pos. 

(7) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (6} wajib 
disetorkan masing-masing kampung sebagai syarat 
pencairan dana desa tahap berikutnya. 

(2) Pemotongan penyaluran Dana De a sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( ) dilakukan pada penyaluran 
Dana s tahun anggar n berikutnya. 

(3) Bupati m 1 porkan pemotongan penyaJuran Dana 
c s ba im n dirnak ud pad ayat (1) Kepada 

k pala J<PPN s 1 ku KPA Penyaluran OAK Fisik dan 
Dan sn. 
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ATENG EDOWAI 

ttd 

Ditetapkan di Waghete 
Pada tanggal 8 Februari 2021 
BUPATI DEIYAI 

Ketentuan mengenai : 
a. Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 

Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
tercantum dalarn Lampiran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai. 

b. Format kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada pasa1 20 ayat (6) 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai. 

c. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 
sebagaimana tercantum dalam 1ampiran III yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Deiyai. 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah. 

Pasal34 

BAB XI 
.KETENTUAN PENUTUP 

(2) Kampung-kampung dalam ayat (1} apabila tidak 
dipenuhi maka tidak dapat melakukan proses 
pencairan dana desa. 
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Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete; 
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete; 
5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete; 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYA1 TAHUN 2021 NOMOR 2 

YAN GJYAI 

ttd 

/\ERAH Kl\ UPATEN EIYAI, Pj. 

Diundangknn di Wngh t 
pnda t n gnl Fcbruari 2021 
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ATENG EOOWAI, S.Pd PAK, M.Pd 

BUPATI DEIYAI 

: Waghete 
: 25 Februari 2021 

Di tetapkan di 
Pada tanggal 

10"'6 (9} 
(h} 

15 (i} 
25 {jJ 

I I Aiok.ul Buda.sarhn Fcrmul1 
f'.ndudu\: (10) Jumlah Penduduk Miskin (SO) was Wllay1h {15) ll<G(2S) 

Alokasl Pasu ~n• Desa per· -· ~ •-- .. -- ~ )\l'mbh Rulo lndelu Rulo rndeks Total Berdasarbn Oeta 
Bobot P.ndudu Juml1h Luas Rulolu-as Bobot l(esulltan Knullbn Bo bot Bobot - . . Bobet Formula 

~uduk lkMisltln P~udult WU•yah Wllayah Geo1rafls Geoa..-fls ·- . 
1! r: ~ 1.:1 ts) (61 tn (8} (9} (JO) nu /12} 1131 1141 (15) +(9} + (:. 1171 118)= (3) + 117) 

on U"-~--:-:;:: ~Ul lOO"lio 0.10 37,165 1~ 0.50 1,741 100" 0.15 3,897 100% 0.25 100% 11,176,229,650 44, 704,918,600 

KABUPATEN OEIYAI 
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Tanggal : 8 Februarl 2021 
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K RIMBE, Sly 
~~~ 200801 1 012 

an aslinya; 
HUKUM, 

• 

YAN GIYAI 

ttd 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI, 

BUPATI DEIYAI, 
ttd 

ATENG EDOW Al 

rusan 

2.080.000 

Jumlah/bulan 
__ (Rp)_ --­ 

-:>_200.000 
2.560.000 

- un 100°/o 
80% dari penghasilan tetap 
K aJ Kam un er bulan 

Seksi 65°/o dari penghasilan tetap 
Kepala Kampung per bulan 

LAMPlRAN II • ATU AN U ATI EIYAI 
: 2 TAI UN 202] 

TAN r AL : ARI 2021 
: r f1.,N ~TJ\PJ\N , ARAN PEN IA ILAN TETAP 

l<f•.,I AL/\ KAM N AN PERANGKAT 
J<J\MPUN TJ\FIUN J\N GARAN 2021. 
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ttd 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI, 

BUPATI DEIYAI, 
ttd 

ATENG EDOWAI 

12 Bulan 236.544 
K 

Keteran an Per Bulan 

12 Bulan 

12 Bulan 

192.192 ala Urusan 

295.680 

. J min n I s hatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung 

12 Bulan 300.000 
12 Bulan 

Keterangan 
2 Bulan 

200.000 la Urusan 

Per Bulan 
500.000 

Karnpung . Tu nj n n .In tnn 1 pnl I m] uri dr n 

AM lh.AN IIT 
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YAN GIYAI 

ttd 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI, 

BUPATI DEIYAI, 
ttd 

ATENG EDOWAI 

Jabatan Jumlah Be saran Jumlah/bulan 
R) 

Ketua 1 Orang 2.080.000 

Wakil Ketua 1 Orang 1.760.000 

Sekretaris 1 Orang 1.440.000 

Anggota 2 Orang 1.280.000 

: PERATURAN BUPATI DEIYAI 
NOMOR : 2 TAHUN 2021 
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021 
TENTANG : PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN 

SADAN MUSYAWARAH KAMPUNG 
TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN IV 


